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Abstrak 
Analisis Laporan Dana Kampanye Partai Politik atas Kepatuhan, Transparansi dan 
Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan dan Pengunaan Dana Kampanye 
(Studi Kasus pada Pileg 2014 di KPU Kabupaten Sidoarjo) 
Oleh : Frenqui Monteiro 
Dana kampanye merupakan pengeluaran terbesar parpoldari semua pengeluaran. 
Atas besaran dana yang diperoleh dan digunakan selama masa kampanye maka, melalui 
penelitian ini ingin mengetahui dan memahami apakah para caleg dan parpol membuat 
laporan yang patuh terhadap UU dan peraturan, transparan dan akuntabel atas semua 
transaksinya kepada publik karena semuanya merupaka syarat untuk menciptakan good 
governance di negara demokrasi.  
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif analitis triangulasi untuk 
mengumpulkan data,menganalisa data dan melakukan in-depth interviewdalam situasi 
sosial di KPU kabupaten Sidoarjo, akuntan publik KAP Habib Basuni, CPA dan pakar 
hukum tata negara.  
Penelitian ini menemukan bahawa parpol tidak patuh, transparan dan akuntabel 
karena: cost politic masih tinggi, sistem demokrasi belum settle untuk mengatur dana 
kampanye, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan politik masyarakat, 
lemahnya administrasi internal partai dan karena tidak ada korelasi antara kepatuhan, 
transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dengan suksesi di pemilihan. Oleh karena itu 
perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap semua pelaku demokrasi agar 
tercapai good governance.  
 






Critical Analysis Onto Political Party Campaing Fund Base on Lawfulness, 
Transparancy and Accountability in Political Campaing Contribution and Its Useness 
During the Campaing.  
(Case Study in 2014 Legislative Election in the KPU Sidoarjo) 
 
Outhor : Frenqui Monteiro 
Campaign fund is the biggest spending of political party. Due to the huge amount of 
money during the campaign, by conducting this reseach to know and understand does the 
legislative candidade and political party are lawfull, transparan and accountable to their 
spending to the public as principle of good governance in democratic country.  
This is a qualitative reseach method with triangulation in collecting data, analysing, 
conduct indepth interview where social situation in the office of Sidoarjo KPU, Habib 
Basuni, CPA public accountant; and the expeert of of government/ contitutional law.  
Finding shows that, twoelve (12) political party are unlawfull to their campaign 
fund report, yet not transparant and accountable to the public because of: high political cost, 
unsettle of democratic system, weak of law enforcement, lack of political education, 
unprofesional of political party internal administration and irelevancy of transparancy and 
accountability towards politacal succession. Therefore, need to have holistic approach to all 
parth of democratic stakeholders to play their roles to acchive good governance.  
 







 Berdasarkan urayan panjang melalui leiteratur review, analisis data dan temuan 
dilapangan atas kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap laporan 
penerimaan dan pengunaan dana kampanye. Dan mengingat permasalahan dalam penelitian 
ini, peneliti menympulkan tingkat kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas laporan dana 
kampanye sebagai berikut:  
1. Berdasarkan review dan analisis terhadap dokumen hasil audit atas laporan dana 
kampanye dua belas (12) partai politik oleh delapan (8) KAP yang telah mengaudit 
dana kampanye perpol peserta pileg 2014 di kabupaten sidoarjo atas patokan UU 
No.8 tahun 2012 yang di ubah menjadi UU No.1 tahun 2014 dan PKPU No.17 
tahun 2013 menunjukan bahawa parpol peserta pileg 2014 di kabupaten Sidoarjo, 
secara umum sudah patuh tapi secara khusus belum patuh dengan beberapa alasan 
dan fakta diantaranya: parpol belum menempatkan semua penerimaan dana 
kampanye berupa uang di dalam RKDKP dan semua pengeluaran dana kampanye 
melalui RKDKP sehinga tidak tercatat dalam rekening korang masing-masing 
parpol; kebanyakan laporan DK-1 parpol s/d DK-3 parpol masih diisi nihil; maish 
ada penyumbang perseorangan yang tidak mengisi surat pernyataan penyumbang; 
waktu pelaporan masih belum sesuai dengan UU dan PKPU serta cakupan laporan 
awal yaitu termasuk saldo awal RKDKP yang tidak jelas sumbernya; nama bank 
dan nama pemilik RKDKP belum sesuai UU dan peraturan; formulir penyumbang 
  
individo, kelompok dan badan usaha non pemerintah masih dilaporkan dalam 
bentuk nihil yang artinya tidak sumbangan baik dari individu, kelompok maupun 
badan usaha non-pemerintah. Pertanyaan penaliti, apakah benar parpol dan/atau 
caleg mampu mendanai kegiatan kampanye yang berkisaran ratusan juta sampai 
miliaran rupaih dengan modalnya sendiri? Kalau memang benar. Berapa gaji 
perbulan yang diterima agar menutup semua pengeluaran selama di masa 
kampanye?; 
2. Berdasarkan prinsip transparansi dalam kerangka berpikir menunjukan bahawa: 
laporan penerimaan dan pengunaan dana kampanye partai politik belum transparan 
karena beberapa faktor diantaranya;parpol peserta pemilu tidak membuka semua 
penerimaan dan pengunaan dana kampanye, tidak membuka daftar penumbang 
dalam formulir laporan yang disediakn oleh KPU, tidak mencatat semua 
penerimaan dan pengunaan dana baik dalam rekening koran rekening khusus dana 
kampanye mapun dalam daftar laporan penerimaan dan pengunaan dana kampanye 
partai politik dan formulira laporan penerimaan dan pengunaan dana kampanye 
berupa DK1-parpol s/d DK13-parpol dilaporkan tapi dalam bentuk nihil. Sehingga 
laporan tersebut tidak mempunyai relevansi dan bernilai ekonomi;  
3. Atas prinsip akuntabilitas, peneliti menyempulkan bahawa: laporan dana kampanye 
partai politik peserta pemilu belum akuntabel. Karena: penyumbang individu tidak 
mengisi surat penyataan penyumbang; sangat tidak rasional jika semua pengeluran 
dana kampanye didanai dengan dan pribadi parpol dan/atau caleg tampa bantuan 
dari individo, kelompok maupun badan usaha non-pemerintah di Indonesia 
  
khususnya kabupaten Sidoarjo dan tidak etis jika penyumbang dana kampanye 
tidak mencantumkan identitas lengkap sebagai penymbang baik individu, kelompok 
dan badan usaha non-pemerintah.  
 Singkatanya, peneliti menympulkan bahawa laporan penerimaan dan pengunaan 
dana kamapanya partai politik peserta pileg 2014 dikabupaten Sidoarjo belum sesuai 
dengan standar kepatuhan, prinsip transparansi serta akuntabilitas sehingga dikatakan tidak 
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